BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dalam mengadvokasi
kasus korupsi di kota Padang
Aliansi Jurnalis Independen (AJl) Padang adalah organisasi profesi
yang mempertahankan independensi dan kebebasan pers. Aliansi
jurnalis independen Padang bertanggung jawab untuk memastikan
transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terkait kasus korupsi
di Kota Padang, AJlI melakukan advokasi melalui pemberitaan
investigatif, diskusi publik, dan pelatihan jurnalis, serta membangun
hubungan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga anti-korupsi,
dengan metode ini, AJI Padang tidak hanya memberikan informasi
kepada masyarakat tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kendala kendala Aliansi Jurnalis Independen (AJl) padang dalam
Mengadvokasi kasus Korupsi di Kota Padang
Dalam melaksanakan tugas advokasinya, AJI Padang menghadapi
berbagai kendala yang signifikan, ancaman dan intimidasi terhadap
jurnalis menjadi salah satu tantangan utama, di mana mereka sering
mengalami tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus
korupsi. Selain itu, akses terhadap informasi sering kali terbatas akibat

birokrasi yang tertutup dan minimnya transparansi dari instansi terkait.
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Intervensi politik serta tekanan dari pemilik media yang memiliki afiliasi
dengan pihak-pihak tertentu juga menjadi hambatan dalam mengungkap
kebenaran, terakhir, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam mendukung pemberantasan korupsi menjadi faktor yang
memperlambat proses advokasi dan upaya transparansi yang dilakukan

oleh AJI Padang.

B. Saran

1. Peningkatan Keamanan bagi Jurnalis
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan adanya perlindungan
hukum dan keamanan bagi jurnalis yang melakukan investigasi kasus
korupsi. Mekanisme pelaporan terhadap ancaman dan intimidasi harus
diperkuat agar jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut.

2. Mendorong Keterbukaan Informasi, Instansi pemerintah harus lebih
transparan dalam memberikan akses terhadap dokumen publik,
khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek yang menggunakan
anggaran Negara, implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi
publik perlu diperkuat agar jurnalis dan masyarakat bisa mendapatkan
data yang valid.

3. Kolaborasi yang lebih luas, AJI Padang disarankan untuk terus
memperluas kolaborasi dengan lembaga antikorupsi, akademisi, dan
masyarakat sipil guna memperkuat upaya advokasi dan memastikan

kasus-kasus korupsi tidak diredam oleh kekuatan politik atau ekonomi.
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4. Meningkatkan Kesadaran Publik, Perlu adanya upaya edukasi yang lebih
luas kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam
mengawal kasus korupsi, kampanye publik dan forum diskusi dapat
menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam mengawal
transparansi pemerintahan.

5. Penguatan Etika dan Profesionalisme Jurnalis, AJI Padang perlu terus
memperkuat kapasitas anggotanya dalam melakukan investigasi berbasis
data yang akurat dan etis agar berita yang disajikan tetap kredibel dan

tidak mudah digugat secara hukum.
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